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Moralitas Ajaran Etis ...
PENDAHULUAN

Literatur fikih Islam (fikih Siyasah) masa klasik sangat kaya dalam konsep
dan paradigma tentang pemerintahan, masyarakat, hukum/kebijakan, tujuan
dan cita-cita politik Islam, Salah satu aspek yang mendapat perhatian serius
dalam kajian fikih siayasat klasik, adalah pentingnya asas moralitas dalam
teori dan praktek politik umart Islam sebagai khalifah Tuhan di muka bumi.
Sejatinya aspek moraliatas harus menjadi yang inherent adalah teori dan prakrek
pemerintahan dan ketatanegaraan setiap negara didunia dengan tidak melihat
apakah negara tersebut mengandung corak pemerintahan yang sekuler atau
berdasarkan pada suatu agama tertentu. Juga dengan tidak melihat apakah
negara tersebut menggunakan istilah untuk kepala negara dengan istilah pesan-
pesan khalifah, sultan, mdlik, raja, dan presiden).! Urgensinya nilai moralitas,
karena nilai hakiki manusia terletak pada akhlaknya. Kendati manusia memiliki
kesamaan biologis dengah hewan, mausia dipandang lebih tinggi dari hewan
karena nilai akhlaknya. Manusia mempunyai akal dan kalbu yang memainkan
peranan dalam menentukan baik buruknya tindakan dan sikap yang ditampil-
kannya. Berangkat dari keyakinan akan pentingnya azas moralitas inilah para
pemikir fikih siyasah, baik klasik maupun kontemporer mengingatkan kepada
para sultan tentang perlunya menjadikan nilai-nilai akhlak sebagai ajaran etis
dalam praktek ketatanegaraan sebagai tanggung jawab moral mereka kepada
Tuhan dan rakyatnya,

Ada beberapa contoh literatur yang sangat menonjol untuk melihat ke-
cenderungan pentingnya aspek moral-administratif dalam fikih siyasah klasik
adalah kitab Tahdzib al-Akhlig karya Ibn Miskawaih (w. 1010). Mengenai
kitab ini Rosenthal menyimpulkan zhe principles of government and rules of
conduct (adab) from which one derives advantage in happenings and events, in
the government of the subject, in the protection of the kingdom and in the improve-
ment of morals and conduct.? Kitab lainnya adalah Qabus Nameb (ditulis 1082)
oleh Kay Ka’us ibn Iskandar ibn Qabus, Siyisar-nam# (ditulis 1086) oleh
Abu ‘Ali Hasab ibn ‘Ali Khawajeh Nizam al-Mulk (1017-1092), dan A/-Tibr
al-Masbitk fi Nashihat al-Mulikt (ditulis 1105) oleh Abu Hamid al-Ghazali
(1058-1111). Khusus bagi al-Ghazali, Al-Tibr al-Masbiik fi Nashihas al-Mulik
bukan satu-satunya pemikirannya tentang siyasat. Karyanya yang lain juga
mengandung pesan politik, seperti Kimiya-yi Sa'ddab, al-Iqtishid fi al-I'tiqad,
Kitib al-Mustazhiri, dan magnum opus-nya Ihya' ‘Ulum al-Din.
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Rujukan untuk menelaah kecenderungan moral-administratif dalam
pemikiran fikih siyasah dan politik Islam dalam tulisan ini adalah Siydsa¢-
namd dan Al-Tibr al-Masbik fi Nashihat al-Mulik. Selain itu kedua kitab ini
memang secara khusus ditujukan kepada penguasa sebagai bimbingan moral
dalam menjalankan pemerintahan.

PEMBAHASAN

Siyasat-nama dan Al-Tibr al-Masbiik fi Nashihat al-Muluk:
Latar Belakang Sosial-Politik

Sejatinya, suatu karya yang ditulis oleh seorang bukanlah ditulis dalam
suatu “ruang hampa”. Karya tesebut pastilah ditulis sebagai respon dan reaksi
terhadap situasi dan setting sosial politik dan budaya dimana penulis tersebut
hidup, apalagi dalam bentuk pemikiran. Untuk dapat memahami secara lebih
komprehensif dan utuh sangat penting melihat social and political setting yang
melatarbelakangi penulisannya. Kicab Siydsat-nama dan Al-Tibr al-Masbik
fi Nashihat al-Mulsk ditulis dalam konteks yang hampir bersamaan di masa
pemerintahan Bani Saljuk. Karena itu untuk memahami kandungan buku
tersebut perlu melihat latar belakang sosial-politik pemerintahan Bani Saljuk’
dan konteks politik umat Islam waktu itu.

Dalam bentuk orisinilnya, Siydsaz-namé ditulis oleh Nizham al-
Mulk dalam bahasa Persi atas permintaan penguasa Dinasti Saljuk, Sultan
Muhammad Malikshah. Diceritakan, pada 479/1089 Sultan Muhammad
Malikshah meminta pada sejumlah orang petinggi dan orang bijak untuk me-
nyumbangkan pikiran meraka bagi kemajuan negeri; apa pendapat mereka ten-
tang lembaga pemerintahan dan peradilan; apakah fungsi pemerintahan yang
telah dilakukan sultan-sultan sebelumnya dan yang kini belum ia penuhi seperti
bidang hukum dan kebiasaan sultan-sultan masa lalu yang perlu ia elaborasi,
schingga segala persoalan yang bersifat keagamaan maupun duniawi berjalan
secara tepat, sctiap kewajiban dipenuhi dan kesalahan tidak terulangi. Sultan
Malikshah berharap, semua berjalan baik semoga Allah senantiasa memberikan
berkah dan anugerah-Nya; dan dijauhkan dari segala musuh.® Dari beberapa
pandangan yang diberikan, Sultan Muhammad Malikshah sangat tertarik pada
Siydsat-nama yang ditulis oleh Nizham al-Mulk. Ketertarikannya terletak pada
isinya yang lebih komprehensif, bila dibandingkan dari tulisan-tulisan lain.
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Dalam retrospeksinya, Sultan Muhammad Malikshah mengatakan:
“Kitab ini (Siyasat-nama) ditulis dengan sangat jelas dan sesuai sebagaimana
saya inginkan; tidak perlu lagi penambahan. Saya akan menjadikan kitab ini
sebagai pembimbing dan mengikuti petunjuknya”.” Nizham al-Mulk bukanlah
orang asing dalam bidang pemerintahan. Sebelumnya ia juga pernah terlibat
dalam administrasi pemerintahan Dinasti Ghaznawi (976-1 186) di Ghazna
(kira-kira 1000 mil sebelah selatan Qabul di Afghanistan sekarang). Karena
keahlian dan pengalamannya itu Nizham al-Mulk diangkat sebagai Perdana
Menteri Kesultanan Saljuk dari 1071-1092° selama pemerintahan Toghril-beg
Alp-Arslan (1063-1072) dan Muhammad Malikshah (1072-1092).

Nizham al-Mulk juga dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam, karena ia
pendiri madrasah Nizhamiyah di Baghdad. Karir Nizham al-Mulk berakhir
tragis, dibunuh oleh sekelompok teroris yang suka membunuh lawan-lawan
politiknya, bernama Assasin. Kelompok Assasin, yang berafiliasi dengan ke-
lompok Syi’ah Ismailiyah, melancarkan gerakannya dari awal abad ke-10 sam-
pai pertengahan abad ke-13.” Nizham al-Mulk dipandang sebagai proponent
kelompok Sunni. Madrasah-madrasah yang didirikan oleh Nizham al-Mulk,
salah satu tujuannya adalah mengembangkan ajaran Sunni. Nizham al-Mulk
memang menentang kelompok Syi’ah, yang sedang gencar-gencarnya mencari
eksistensi politik, sehingga mengganggu kedaulatan Dinasti Saljuk. " Beberapa
pekan setelah kematian Nizham al-Mulk, Sultan Muhammad Malikshah juga
wafat pada 485/1092. Padahal di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad
Malikshah dan dibantu Nizham al-Mulk, Dinasti Saljuk mengalami masa
keemasan. Kematian keduanya mempermudah kelompok Syi’ah Ismailiyah
melancarkan pemberontakan berskala luas di hampir seluruh Irak, Syiria, dan
Khurasan. Kesultanan Saljuk semakin terjepit. Pertikaian memperebutkan
tahta semakin memperburuk kondisi pemerintahan Saljuk.

Secara umum mulai abad ke-9 M memang terjadi disincegrasi (disintegra-
tion) dan rekonstitusi (reconstitution)!! politik-pemerintahan di dunia Islam.
Disintegrasi berawal ketika penguasa-penguasa (gubernur) di tingkat propinsi
mulai menanamkan pengaruh lebih besar di dacrahnya. Mereka menciptakan
suasana fzits accomply pada Khalifah Abbasiyah di Bahgdad, seperti pemben-
tukan pasukan dan perluasan batas-batas wilayah propinsi mereka. Berawal
dari semacam otonomi di propinsinya, kemudian berubah menjadi dinasti-
dinasti lokal, seperti Thahiryyah (820-872) di Khurasan, Saffaryyah (868-903)
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di Sijistan, Samaniyah (874-999) di Transoxiana, Ghaznawi (976-1186) di
Afghanistan, Saljuk (1055-1298) di Baghdad, dan lain-lain. Sebagai legitimasi
kekuasaan, mereka meminta pengakuan dari Khalifah dengan gelar “sultan”
atau “malit”. Khalifah Abbasiyah di Baghdad hanya sebagai figur yang telah
kehilangan kehilangan pengaruh dan kekuasaan politik. Khalifah hanya sim-
bol kesatuan politik dan spritual ummat. Penguasa politik sebenarnya (¢he real
power) berada di tangan sultan/malik.

Semasa hidupnya al-Ghazali pernah dekat dengan pemerintahan Dinati
Saljuk. Kedekatannya berawal dari Nizham al-Mulk yang memintanya meng-
ajar di Madrasah Nizhamiyah di Baghdad pada 478/1085. Saat itu al-Ghazali
baru saja selesai belajar dari tokoh Kalam Asy'ariyah, Imam al-Haramayn,
al-Juwainy (419/1028-478/1085). Tinggal di pusat pemerintahan Islam,
Baghdad, membuat al-Ghazali dapat mengikuti perkembangan politik di du-
nia Islam. Selama di Baghdad, ia dapat mengamati hubungan Khalifah vis-a-
vis Sultan, gerakan Batiniyah, Qaramithah, Assasin, dan perjuangan politik
kelompok Syi'ah.

Latar belakangan dan perkembangan politik al-Ghazali dapat ditelusuri
dari Baghdad. Karya politik pertamanya adalah Kitab al-Mustazhiri, yang di-
tulisnya untuk Khalifah Al-Mustadzhiri sekitar tahun 478/1094. Di dalamnya
ia menggunakan dan mengkategorikan istilah penguasa dengan sebutan imanz.
Al-Ghazali berpendapat bahwa Khalifah al-Mustadzhiri adalah imdm yang
sah; representasi Tuhan dan Nabi dalam menjaga dan menerapkan syari'ah;
dan menjaga ketertiban sosial. Karena itu, ia wajib dipatuhi dan didukung.”
Landasan dan prinsip pemikiran politik al-Ghazali didominasi oleh ketakutan
pada perang sipil (fitnah) dan kekacauan (fasid) yang berujung pada kerusu-

han dan anarkis.'?

Konsep al-Ghazali tentang hubungan penguasa dan rakyat lebih maju
dan rumit dibandingkan dengan pemikir sebelumnya. Di masanya, al-Ghazali
menyadari rumitnya memahami hubungan Khalifah di Baghdad vis-¢-vis sul-
tan. Dalam Igrishad fi al-I'tiqad, yang ditulisnya setelah kitab Mustadzhiri,
terlihat sudut pandang politiknya. Al-Ghazali menggambarkan dilema kehidu-
pan politik umat Islam dua bentuk pilihan, manakah yang lebih baik hidup
dalam kekacauan dan anarki sosial atau menerima penguasa yang ada meski-
pun tidak well qualified? Untuk menyelesaikan dilema ini, al-Ghazali sepakat
dengan teori kekuasaan yang dikembangkan fugaha' Sunni sebelumnya, babwa
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sumber otoritas politik adalah syari'ah." Penerimaan otoritas politik berasal dari
syari'ah, pada gilirannya, mengakui Allah swt sebagai otoritas tertinggi. Allah
telah mengirim Rasul dan syari'ahNya untuk mengatur kehidupan manusia.
Pelanjut dan penjamin keberlangsungan tugas Rasul adalah Jmam. fmam adalah
pelindung dan penanggungjawab penerapan syari’ah. Karena itu adalah suatu
kewajiban mengangkat dan mematuhi imanm."

Menurut al-Ghazali, ada tiga cara dalam pemilihan imam: ditunjuk oleh
Nabi, oleh imdm yang sedang berkuasa, atau oleh seseorang yang memiliki
kekuasaan. Pada masanya, cara yang terakhir diikutinya. Al-Ghazali menerima
konsep fuqaha’ tentang @bl al-hall wa al-'aqd, yang akan memilih imim. Namun
dalam prakteknya, @b/ al-hall wa al- agd hanyalah sebatas teori. Pada akhirnya,
yang penentu di tangan sultan.'¢ Di masa al-Ghazali, kekuasaan dalam bidang
politik dan pemerintahan berada di tangan sultan. Sultan adalah bahagian
esensial dari the authorized imim. Intinya teori kekuasaan (imam) al-Ghazali
terdiri dari tiga aspek: pertama aspek kegunaan (wtility), yaitu kekuasaan penting
demi mempertahankan ketertiban; kedua aspek jjma’, yaitu kekuasaan adalah
representasi kesatuan komunitas dan kontinuitas umat Islam; dan ketiga misi
kerasulan, yaitu kekuasaan memperoleh otoritas fungsi dan institusinya dari
syari’ah."

Dalam karyanya paling fundamental, Jhya" ‘Ulumuddin, ditulis ancara ta-
hun 489/1096 sampai 495/1102, al-Ghazali lebih menegaskan basis keagamaan
dalam pemikirannya. Di dalamnya al-Ghazali juga membicarakan penguasa
yang mengatur dan yang diatur harus mengikuti kebaikan-kebaikan umum.
Dalam Ihya" ‘Ulumuddin, al-Ghazali semakin menegaskan bahwa politik bagi
umat Islam bukanlah disiplin terpisah, tapi bagian dari bidang teologis.

Saat lhya' ‘Ulumuddin ditulis, al-Ghazali sampai pada kesimpulan bahwa -
proses suksesi dan pemerintahan banyak yang ilegal. Persoalan kepemimpinan
memang kontroversial sejak Abu Bakar sampai Dinasti Muawiyah, Dinasti
Abbasiyah, dan para sultan. Pada dasarnya, konflik politik dan perebutan
kekuasaan hanya pada tingkar elit. Al-Ghazali merekomendasikan kepada
rakyat lebih baik mendukung dan memaruhi pemerintahan. Setidaknya ada
tiga pertimbangan, perzama, penguasa pastilah didukung oleh kekuatan militer
(al-syasukan), karena ivu tidak mudah menjatuhkannya; kedua, perang membu-
tuhkan biaya yang sangat mahal; ketiga, pemberontakan akan menimbulkan
diorder dan perang sipil (fitnah) di tengah masyarakat. Pemberontakan hanya
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akan menciptakan kondisi yang lebih buruk.'® Karena itu, afiliasi al-Ghazali
kepada penguasa Dinasti Saljuk, Sultan Malikshah, didasarkan pada pertim-
bangan demikian.

Setelah menyatakan konsep kekuasaan dalam Moustadzhiri, al-Ghazali
menarik diri dari urusan-urusan publik, diisi dengan menunaikan ibadah
haji pada 499/1096 ke Mekkah. Ketika di depan makam Ibrahim, ia sempat
mengeluarkan janji politik-keagamaan.

Dengan sepenub hati saya berjanji babwa: pertama, saya tidak akan lagi
mendatangi istana seorang raja, tidak pula akan menerima sesuatu yang
bersifat upah dari pemerintahan dalam bentuk apapun, karena hal sema-
cam itu akan mengurangi nilai jasa-jasa yang saya sumbanghan kepada
masyarakas. Kedua, saya tak akan melibatkan diri dalam segala sesuatu yang
bisa memancing pertikaian-pertikaian keagamaan.”

Sepulang dari Mekkah, al-Ghazali kembali ke Thus, tanah kelahirannya.
Ketika di Thus inilah, ia menulis Al-Tibr al-Masbitk fi Nashibat al-Mulik. Kitab
ditulis antara tahun 498/1105. Iru berarti 13 tahun setelah kematian Sultan
Malikshah. Cukup mengherankan jika banyak yang berpendapat bahwa kitab
tersebut ditulis atas permintaan Sultan Malikshah. Nizham al-Mulk dalam
Siydsat-namd secara jelas menujukan dan menyebut Sultan Malikshah dalam
karyanya itu. A-Tibr al-Masbik i Nashihat al-Mulik boleh jadi terinspirasi dari
Siydsas-nama. Karena itu kedua-duanya ditulis dalam bahasa Persi. Sebagaimana
yang diungkapkan di atas the real power and actual governement saat it berada
di tangan para sultan. Khalifah di Baghdad yang tidak lagi sebagai penentu
keputusan politik adalah orang Quraiys keturunan Arab. Adapun para sultan
umumnya non-Arab. Selain itu al-Ghazali pernah dekat dan belajar politik
dengan Nizham al-Mulk. Kedekatannya ini juga menginspirasi penulisan Af-
Tibr al-Masbik fi Nashihat al-Mulsik.

Dalam Al-Tibr al-Masbik fi Nashihat al-Mulik, Al-Ghazali memberi-
kan kewajiban dan etika praktis kepada sultan. Al-Ghazali banyak meramu
pesan-pesan moral dari Al-Qur’an, Hadits, dan kutipan-kutipan hikmah dari
Aistoteles, Plato, Socrates, Lugman al-Hakim, Abdullah bin Umar, Sufyan
al-Tsawry, dan Ibn Qatadah. Tak lupa pula ia memuat kisah-kisah keteladanan
dari pemimpin besar lainnya Sulaiman, Zulkarnain, Anusyirwan, Afrendun,
Bahram, Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, dan Harun al-Rasyid, dan
Umar b. Abdul Aziz.”
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Landasan Teologis Kekuasaan

Sebagai kerangka pelaksanaan pemerintahan praktis, hampir seluruh
literatur paradigma moral memberikan pandangan tentang “hakikat pemerin-
tahan sebelum mendapat pengakuan”, bahwa Tuhan telah memilih sebahagian
dari kelompok manusia sebagai penguasa. Dalam bab pertama Siyasas-nama,
Nizam al-Muluk menulis:

In every age and time God (be He Exalted) choose one member of the human

race and, having adorned and endowed him with kingly virtues, entrusts him

and with the interests of the world and the well-being of His servant. He
charges that person o close the doors of corruption, confusion, and discord,

(and) He imparts to him such dignity and majesty in the eyes and hearts of

men, that under his just rule they may live their lives in constant security and

ever wish for his reign to continue.®*

Dari kutipan di atas dipahami, bahwa Tuhan telah memilih dan meng-
anugerahi seseorang dengan karakrer sebagai seorang raja. Tuhan memper-
cayainya untuk mengurus persoalan duniawi dan kesejahteraan makhluk-Nya.
Tuhan berpesan bahwa tugas seorang penguasa adalah untuk mencegah tindakan
korupsi, kekacauan, dan pertentangan di tengah masyarakat. Tuhan juga mena-
namkan keagungan dan kemuliaan pada diri seorang raja, sehingga di bawah
pemerintahannya rakyat merasa aman dan ingin tetap di bawah lindungannya.
Selanjutnya Nizham al-Mulk menulis,

Then by divine decree one human being acquires some prosperity and power, ac-

cording to bis desers. The Truth bestows good fortune upon him dan gives wit and

wisdom, wherewith he may employ his subordinates every one accoording to his
merits and confer upon each a dignity and a station proportionate to his power.2

Kemampuan dan kualitas seorang penguasa yang bijaksana, berpengetahu-
an, dan berkeadilan adalah rahmat dari Tuhan. Perpaduan antara kedaulatan
dari Tuhan dan pengetahuan dalam diri seorang penguasa itulah yang akan
membuatnya sukses menjalankan pemerintahan. Tidak hanya sebatas itu, agar
berhasil menjalankan pemerintahan, Tuhan juga menganugerahkan sultan
dengan berbagai kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang raja,

He furnished him with powers and merits such as had been lacking in the
princes of the world before him, and endowed him with all that is needfull for
@ king— such as a comely appearance, a kindly disposition, integrity, manliness,
bravery, horsemanship, knowledge, [skill in] the use of various kinds of arms
and accomplishmentin several arss, pity and mercy upon the creatures of God,
[strictness in] the performance of vows and promises, sound faith and true
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belief, devotion to the worship of God and the practice of such virtuous deeds

as praying in the night, supererogatory fasting, respect for religious authorities,

honouring devout and pious men, winning the society of men of learning and
wisdom, giving reguler alms, doing good the poor, being kind to subordinates
and servants, and relieving the people of oppressors.

Maka lengkap dan sempurnalah segala kebaikan pada diri seorang sultan
dalam pandangan Nizam al-Mulk. Penguasa tidak hanya memiliki “sakralitas
dan aura ilahiah” yang membuat orang mematuhinya capi ia juga telah diberi
kualitas dan kemampuan agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik.
Dengan demikian politik dan agama memiliki hubungan yang sangat erat. Hal
ini dapat dipahami dari pandangan Nizam al-Mulk bahwa agama dan politik
bagaikan saudara kembar. Karena bagaikan saudara kembara, maka bila salah
satunya rusak maka menderita pula yang lain (Kingship and religion are like
swo brothers; whenever disturbance breaks out in the country religion suffer too;
beretics and evil-doers appear; and whenever religious affairs are in order, there is
confusion in the country).* Pandangan ini sama maknanya dengan pendapat
bahwa agama dan politik bagaikan dua sisi mata uang dan bersifat simbiotik.

Begitu pula halnya pandangan al-Ghazali, dalam karyanya Al-Tibr al-
Masbiik fi Nashihat al-Mulik, konsep pemerintahan didasarkan pada rujukan
teologis yang memiliki implikasi moral.? Berbeda dengan paradigma juristik
yang menyandarkan teori pemerintahan pada dokerin delegasi dan obligasi di
mana kepatuhan pada penguasa didasarkan pada perintah syari’ah,® al-Ghazali
berpendapat bahwa kekuasaan adalah anugerah Tuhan kepada seorang hamba-
Nya. Karena itu, rakyat wajib memaruhinya. Dalam bab tentang hubungan
keadilan dan politik, al-Ghazali menulis:
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Dari kutipan di atas, dalam pandangan al-Ghazali, Allah telah memilih
sebahagian dari umat manusia sebagai nabi dan sebagai penguasa (48aY).
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Al-Ghazali memposisikan keberadaan penguasa sama pentingnya dengan nabi-
nabi di tengah masyarakat. Nabi-nabi dipilih Allah untuk menjelaskan tentang
jalan mengenal-Nya dan cara beribadah kepada-Nya. Adapun fungsi penguasa
yang farr-i izadi adalah, pertama, untuk memelihara agar tidak terjadi perselisi-
han antar sesama manusia. Fungsi kedua adalah memelihara kelangsungan dan
kemaslahatan hidup manusia. Pada dasarnya, konsep eksistensi penguasa dalam
pandangan Nizham al-Mulk dan al-Ghazali adalah memelihara keberadaan
dan keberlangsungan hidup manusia secara umum. Pandangan ini jauh lebih
luas dari konsep al-Mawardi tentang pentingnya keberadaan penguasa. Dalam
konsep al-Mawardi, keberadaan penguasa (su}) cerkesan agak lebih eksklusif,
untuk melindungi dan mengatur 431 28303y A2 5 menggunakan agak
sinonim kata &Y dan 4l uneuk menunjuk komunitas Islam.

Karena peran dan tugas beratnya itu, Allah memuliakan para penguasa
dan menjadikannya sebagai “bayangan Tuhan di muka bumi” (Ua¥! & & J),
“Bayangan Tuhan di muka bumi” dapat dipahami sebagai wakil Tuhan dalam
menciptakan kemaslahatan dan kemakmuran pada manusia secara khusus dan
alam semesta secara umum. Karena pentingnya tugas dan fungsi seorang pe-
nguasa, maka rakyat secara umum dan orang-orang Islam (&) abt ol ()% waijib
mencintai, mengikuti, dan memartuhinya. Rakyat dilarang keras menentang,
apalagi menjatuhkannya. Sebagai dalil untuk mematuhi penguasa, al-Ghazali
mengutip ayat:

¢+’ $o < - £ .z s, o E .
Ko 0 gl Sy VAT, Tl i 1 3,0 A
Hai orang-orang yang beriman, taasilah Allah, Rasul, penguasa-penguasamu.
Al-Nisa'/4: 59

-

Vet ,.‘3." et & .o -‘0,.“ hs o, mAe s
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Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki dan
Enghau cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Enghau
muliakan orang-orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang-

orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan.
Sesunggubnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Ali Imran 3: 26)
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Pemahaman bahwa sultan memiliki “sakralitas dan aura ilahiah™ merupa-
kan pengaruh politik Persia. Baik Nizham al-Mulk maupun al-Ghazali tidak
asing dengan tradisi politik Persia kuno. Pengagungan yang agak berlebihan
ini telah dimulai sejak kekhalifahan Abbasiyah.*! Dinasti Abbasiyah mulai me-
rekrut orang-orang Persia dalam pemerintahan, dari merekalah konsep politik

Persia masuk dalam sistem pemerintahan Islam.

Kualifikasi Penguasa

Marshall G. S Hodgson dalam The Venture of Islam yang sangat
mengagumi sejarah umat Islam di masa Khalifah al-Rasyidin, yang dinilainya
“gerlalu modern” untuk zamannya. Dalam bidang politik di masa Kekhalifahan
Yang Agung, menurut Marshall, telah menetapkan sistem meritokrasi, egalite-
rian, dan demokratis. Karena itu kehidupan politik dalam masyarakat Sunni
lebih bervariasi dan dinamis. Namun sistem yang bagus itu tidak bertahan lama,
salah satunya belum ada perangkat sosial dan politik yang kondusif. Karena
itu Khalifah Muawiyah (w. 41/661), penguasa pertama Dinasti Umayyah,
membentuk sistem kerajaan yang pertama dalam Islam. Kualifikasi penguasa
hanya berlaku untuk keturunan khalifah.?

Berkaitan dengan kualifikasi yang harus dimiliki seorang penguasa,
al-Ghazali banyak mengutip dari luar. Jika diurut dan diinventaris, al-Ghazali
mengutip nasehat Menteri Yunan kepada Raja Anusyirwan bahwa penguasa
harus memiliki empat hal (1) akal (2) adil (3) sabar (4) dan sifat pemalu.®
Penguasa, menurut Plato, harus (1) fisiknya kuat (2) wibawa (3) pendapatnya
selalu direnungkan dan dipertimbangkan dalam hati (4) rasional dalam pemer-
intahan (5) hatinya mulia (6) mendidik pegawainya (6) belajar dari sejarah
(7) konsisten dalam beragama dan dalam mengambil keputusan.* Socrates
mensyarakat lima hal bagi penguasa (1) menghidupkan akal dan agama dalam
hatinya (2) pemikirannya logis an rasional (3) cinta ilmu pengetahuan (4) me-
miliki istana yang megah untuk menjaga wibawa (4) mendidik rakyatnya.””

Setelah mengutip pendapat-pendapat di atas, al-Ghazali menyimpulkan:

‘&Lf\,;g.\@..s,‘&Cﬁ\!‘_\uﬂ.\mydoﬁ.‘lwd{,

ojL.Jq, ody JD oj\a}’\ J‘-’-L)

(Setiap penguasa yang tidak memiliki beberapa kriteria di atas, ia tidak akan
memperoleh kebabagiaan dalam pemerintahannya. Sebaliknya, berbagai
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kendala dan hambatan akan meruntubkan kekuasaannya. Semua sababa,

kerabat, dan handai taulan akan menjadi karena kekuasaannya).®

Konsep Al-Ghazali sendiri tentang kualifikasi penguasa dimulai dengan
mengutip Sufyan Tsauri yang pernah menyatakan:

ot iy (ol oo LW o of A Ja e o Allie
casly2 50 dal ol Adly Jall s o g8 iy Jadl @ ik, Aol
s 320kl Cadrlids 4 Jadlly L) BT ooy adlla gy i Jaally
by gy (G oy oy conally B ¢ ly ccosMy (ad

A8 @bl (A,

(Sebaik-baik penguasa (8 V) adalah orang yang berteman dengan ilmuwan.
Segala sesuatu menjads indab karena manusia. Manusia menjadi indah
karena ilmu dan kedudukan mercka menjadi tinggi karena akal. Tidak
ada sesuatu sebaik akal dan ilms, karena ilmu menjadsi pengekal kemuliaan
dan akal menjadi pengekal kebahagiaan dan pengendalinya. Orang yang
terkumpul padanya ilmu dan akal, maka telab terkumpul padanya 12 kuali-
tas: pengendalian diri, sopan, takwa, amanah, sehas, sifat pemalu, murah
hati, berbudi luhur, menepati jani, sabar, penyantun, dan kerakyatan).’
Sebaik-baik penguasa adalah orang yang bisa memanfaatkan akal dan cinta
ilmu. Sinergi akal dan ilmu akan menciptakan kualitas kepemimpin dalam diri

seorang penguasa. Selanjutnya al-Ghazali menegaskan:

e a8l Jadh o 550 o iy LY S e 0 i

(Inilah beberapa karakteristik penting yang mesti dimiliki seorang penguasa.
Seharusnyalah akan selalu beserta ilmu; sebagaimana nikmat beserta syu-
kur, persababatan beserta kemesraan, dan ijtihad beserta kedaulatan. Jika
kedaulatan telah ada, maka tergapailah segala kehendak).?*

Dengan demikian kualifikasi penguasa, bagi al-Ghazali, adalah perpadu-
an dari farr-i izadi (& o), karakeer perilaku, mental, dan fisik yang baik.
Konsep kualifikasi penguasa yang diajukan al-Ghazali agak berbeda dengan
yang diajukan oleh Nizham al-Mulk, apalagi dengan al-Farabi untuk pemimpin
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al-madinah al-fadhilah. Bagi Nizham al-Mulk, Tuhan memang menganugerahi
penguasa dengan kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sultan (en-
dowed him with all that is needfull for a king).® Al-Ghazali mengakui tidak hanya
sebatas farr-i izadi (&) o\sl), tapi juga usaha penguasa dalam mengembangkan
kemampuan akal dan ilmu. Penguasa yang ideal adalah perpaduan dari farr-i
izadi, karakter perilaku, mental, dan fisik yang baik.

Sultan vis & vis Rakyat

Meskipun kekuasaan berasal dari Tuhan, namun baik Nizham al-Mulk
dan al-Ghazali mengingatkan bahwa hal itu tidak berarti seorang penguasa
dapat berlaku sewenang-wenang. Secara umum, kewajiban penguasa adalah (1)
menjauhkan orang-orang bodoh dari pemerintahannya, (2) membangun negeri,
merekrut orang-orang cerdas dan potensial, (3) menghargai orang tua dan bi-
jak, dan (4) melakukan uji coba dan meningkatkan kemajuan negera dengan
melakukan penertiban dan pembersihan terhadap segala tindakan kejahatan.®

Penguasa wajib menegakkan keadilan dan menjauhkan kezaliman.
Kekuasaan tidak akan bertahan lama bila bercampur dengan kezaliman. Sultan
yang menegakkan keadilan semakin dicintai dan didukung oleh rakyatnya,
sehingga pemerintahannya bertahan lama. Di dunia ini ia akan memperoleh
kemasyhuran, dan di akhirat memperoleh keselamatan. Segala kebijakannya
mudah diterima rakyar. Secara agak ekstrim Nizham al-Mulk?' lalu mengutip
sebuah ungkapan, “Suatu pemerintahan akan bertahan lama meski tanpa
agama, sebaliknya pemerintahan tidak akan bertahan lama bila ada tekanan”
(A kingdom may last while there is irreligion, but it will not endure when there
is appression).

Sama halnya dengan Nizham al-Mulk, al-Ghazali secara berulang-ulang
sangat menekankan kewajiban sultan untuk menegakkan keadilan. Al-Ghazali
menggambarkan keadilan sebagai lawan dari kezaliman (tirani dan korupsi).

rj..:; a“al\ u\lal...l\, .\L..a.“, J}\ ey slall oM Jue N Jolalt o“aLJ\

(Penguasa yang adil adalah penguasa yang berlaku adil terhadap S
[hamba-hamba Allah] dan menjauhkan diri dari kecurangan dan kerusakan.
Adapun penguasa yang zalim adalah orang yang menimbulkan keburukan.
Kekuasaannya tidak akan kekal dan abadi, sebab Nabi pernah bersabda:
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“Kekuasaan dapat kekal beserta kekufuran, tetapi tak akan hekal bersama

kezaliman). "

Sebagai penguat sekaligus contoh, al-Ghazali menceritakan bagaima-
na dalam sejarah kaum Majusi pernah memerintah selama empat abad.
Pemerintahan dapat bertahan lama karena mereka menegakkan keadilan dan
memperhatikan rakyat secara merata. Mereka memandang keculasan dan keza-
liman sebagai bertentangan dengan agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk
itu, penguasa Majusi memakmurkan negeri dengan keadilan dan berlaku jujur
terhadap rakyat.*® Karena itu al-Ghazali mengingatkan:

Ll cle do et 088 M by Ll of dos o i

Bly ol 251 555 15 pes sl ot ae B el el
P 453305 Ol ily Mol 3 IS Ll s 1A it 6
A3V 0 o bly ey (pS Jal st o I 13Ky Y30 S
G Ay pdldly s¥all ade it s 0 MW 0y Fgs 5y ) o,

e B ooy Gl -8 BYs age
(Untuk itu, seharusnyalah engkau (sultan) mengetabui bahwa majyu dan
hancurnya dunia tergantung pada para penguasa. Apabila sultan berlaku
adil, maka makmurlah dunia. Seluruh rakyasnya aman dan tenteram.
Sebagaimana pemerintahan masa Azdasyir, Afvendun, Bahram Kiwara,
dan Kisra Anusyirwan. Apabila sultan berlaku zalim, maka rusakleh dunia
sebagaimana pada masa al-Dahak, Afrasiyab, Barazdak al-Khatha'I, dan
lainnya. Kebobrokan mereka berlangsung terus hingga umat Islam menak-
lukkan dan merebut kekuasaan mereka. Pemerintaban Islam menjadi kuat
berkat Nabi Mubammad. Hal ini terus berlangsung hingga masa Khalifah
Umar bin Khatthab). %

Pada dasarnya baik Nizham al-Mulk maupun al-Ghazali berpandangan
bahwa kekuasaan bersifat netral. Maksudnya, kelanggengan suatu kekuasaan ti-
dak terkait dengan latar belakang keyakinan seseorang. Al-Ghazali mencontoh-
kan kekuasaan Azdasyir, Afrendun, Bahram, Anusyirwan, Nabi Muhammad,
Umar bin Khattab, dan Umar bin ‘Abd al-’Aziz dapat bertahan lama karena

mereka mampu memakmurkan dan menerapkan prinsip keadilan terhadap
rakyat. Meski al-Ghazali berulang-ulang mengingatkan sultan akan pentingnya
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menerapkan keadilan, tapi ia tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan
2dil. Al-Ghazali hanya menjelaskan dalam konteks keadilan vis-4-vis kezaliman.
Menurut al-Ghazali, kezaliman ada dua macam, pertama, kezaliman seorang
penguasa kepada rakyatnya, keculasan pihak yang kuat kepada yang lemah, dan
penganiayaan orang kaya kepada orang miskin. Kedua, perilaku zalim sultan
kepada diri sendiri.®

Meski cenderung netral, siapa pun penguasa yang ingin pemerintahannya
bertahan lama maka ia harus menegakkan keadilan. Bagi al-Ghazali, sebagai
seorang muslim, keadilan akan lebih sempurna bila didasari dengan agama.
Sependapat dengan Nizham al-Mulk, al-Ghazali menyatakan bahwa agama
dan pemerintahan adalah bagaikan “saudara kembar dari seorang ibu”.

ol iy < o o ey ol o Uy G e ool AL ol
q&r{,w&g?,éo\r\;bb.@ﬂ\ou;ge-}bﬁiwzﬂﬁl\kaéb

iy il e 35 Yy (b o cox3s oy o SERYRpRSe

Sy loah Jof o 1y 5y 15 o 2 5 o

(Agama dan kekuasaan saling melengkapi, bagaikan saudara kembar yang
labir dari seorang ibu. Untuk itu seorang penguasa wajib memperhatikan
dan menjauhi hawa nafiu, bid'ah, kemungharan, syubhas, dan segala hal
yang dapat merusak agama (syar %). Jika seorang penguasa mengetabui di
wilayahnya terdapat orang yang merusak agama dan mazhabnya, maka ia
mesti diadili, diberi peringatan, dicegah, dan diberi ancaman hukuman
manakala ia man bertobat. Jika tidak mau, ia mesti ditindak keras dan di-
beri ganjaran serta diasinghan dari wilayahnya, supaya wilayabnya terbebas
dari ulah dan ajaran bid'ahnya, dan supaya terbebas dari orang-orang yang
menuruti hawa naffu. Seorang penguasa mesti menjaga agama Islam).

Jadi jelaslah, dalam pandangan al-Ghazali, keadilan adalah bahagian dari
pelaksanaan ajaran keagamaan dan perwujudan dari keimanan. Al-Ghazali lalu
mengutip sabda Nabi:

ey i e (Wl ot 58y Gl g3k el o S
Sl s o358 S W 5 ey

(Adil adalah bagian dari agama, dan dalam keadilan terletak kebaikan
seorang penguasa dan kekuatan orang awam. Dalam keadilan pula, terletak
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kebaikan rakyat, kesejahteraan, dan kesehatan mereka. segala sesuatu akan

ditimbang dengan timbangan keadilan).

Dalam ajaran Islam, perbuatan manusia adalah cermin keimanan. Karena
itu dalam pendahuluan kitabnya, Al-Tibr al-Masbik fi Nashihas al-Mulsk,
al-Ghazali mengingatkan sulean tentang dasar-dasar akidah dan keimananan.
Pertama-tama, sultan wajib mensyukuri sekaligus menyebarkan nikmat yang
telah dianugerahkan Allah kepadanya. Allah juga menanamkan benih keimanan
dalam setiap diri manusia. Sultan harus menyuburkan benih itu, schingga
“pohon keimanan” tumbuh dan kokoh. Bila “pohon keimanan” kokoh maka
tegaklah keadilan dan concern-nya kepada rakyat. “Pohon keimanan” itu harus
ditanam di atas prinsip-prinsip akidah yang benar. Di antara prinsip-prinsip
akidah itu ialah sadar sebagai makhluk yang diciptakan oleh Khalig Yang
Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Melihat, dan Maha Mengetahui. Khalig juga
telah mengirim rasul untuk menjelaskan jalan yang benar dan sesat. Pilihan
mengambil yang benar atau sesat akan menentukan kebahagiaan di akhirat.®

“Pohon keimanan” memiliki cabang. Cabangnya adalah amalan anggota
badan. Amal adalah pertanda keimanan dalam hati (<8 g} Slsie Sl Jas),
Karena itu bentuk perbuaran dan kebijakan sultan kepada rakyat mencerminkan
bentuk keimanan. Jadi, keimanan dan kekuasaan memiliki hubungan timbal-balik;
saling mempengaruhi. Perilaku adil seorang sultan adalah cabang dari keimanannya.
Al-Ghazali lalu menyimpulkan, iman memiliki dua cabang; pertama hubungan ver-
tikal makhluk dan Khaliq, misalnya shalat dan puasa; 4edus hubungan horizontal
antar sesama makhluk. Dalam konteks pemerintahan adalah sultan yang menegak-
kan keadilan dan mencegah kezaliman.®® Dengan demikian dapat dipahami, yang
dimaksud dengan keadilan adalah segala kebijakan sulatan yang mendatangkan
kamslahanbagimkyansebalﬂmyakezaﬁmmadalahﬁndalmnmmgabaﬂmn(ﬁmﬁ)
dan merugikan (korupsi) rakyat.

Al-Ghazali lalu menguraikan sepuluh prinsip keadilan dan hubungan-
nya dengan keimananan yang harus yang harus ditegakkan penguasa adalah:*
1. Menyadari batas dan ukuran kekuasaan (4:¥3), dan menyadari kemung-

kinan buruk kekuasaan. Kekuasaan adalah 4 pai (e 4ai ; siapa yang

menjalankannya dengan baik akan memperoleh kebahagian tertinggi.

Sebaliknya, bila tidak menjalankannya dengan baik, ia akan memperoleh

siksa seperti yang diteima orang kafir. Al-Ghazali mengutip beberapa dalil

tentang keagungan kekuasaan dan keadilan, salah satunya adalah
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i s 33k 0 ) ) ot iy g el Joe
(Sehari tugas seorang Sultan yang adil, lebib dicintai Allah daripada 70
tabun beribadah).
Sultan harus dekat dengan ulama, berdiskusi tentang soal-soal keagamaan dan
menerima nasihatnya. Sultan agar hati-hati pada ulama jahat (3sall W) yang
suka membuijuk dan merayu sultan. Tujuannya adalah mengharapkan harta.
Nizham al-Mulk®! juga mengingatkan bahwa sulean wajib menghormati dan
memberi gaji ulama. Minimal sekali seminggu, sultan mengundang ulama
ke istana untuk mendengarkan nasehat mereka.
Sultan harus bertanggung jawab mendidik dan memperlakukan bawahan
secara baik. Sultan akan diminta mempertanggungjawabkan perBuamn
pegawainya, sebagaimana ia akan mempertanggungjawabkan perbuatan-
nya sendiri.
Sultan jangan terpengaruh sikap angkuh dan sombong, karena kedua si-
kap ini akan melahitkan sifat amarah dan dendam kesumat. Kemarahan
hanya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang selalu menimbulkan
kesengsaraan bagi rakyat. Sebaliknya, penguasa harus memiliki sifat
pemaaf dan penyantun.

Sultan jangan mementingkan diri sendiri. Setiap ada persoalan yang
datang, sultan mengandaikan diri sebagai rakyat biasa yang tengah meng:
hadapi kesulitan hidup sebagaimana yang dirasakan rakyat.

Sultan harus membuka diri, schingga rakyat dapat dengan mudah me-
laporkan setiap persoalan yang muncul. Bila ada keluhan dari rakyat,
maka sultan harus lebih mendahulukan kepentingan rakyat dari pada
mengerjakan ibadah-ibadah sunrat.

Sultan harus memiliki sifat qana’ah (hidup sederhana); tidak mengumbar
nafsu dengan berpakaian mewah dan makan yang lezat-lezat. Tidak akan
ada keadilan tanpa sifat qana'ah.

Dalam melakukan sesuatu hendaklah secara lemah-lembut; tidak kasar
kepada rakyatnya. Nabi pernah bersabda:

A g 4 N @Y 4 32 Y 1.1
(Setiap penguasa yang tidak bersikap lemab-lembut kepada rakyatnya, maka
Allah akan memperlakukan hal serupa kepadanya di hari kiamat nanti)
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9. Sultan harus senantiasa membuat rakyat senang dan ikhlas kepadanya.
10. Sultan dilarang mencari kesenangan yang bertentangan dengan syara’.

Masih berkaitan dengan hubungan penguasa dan rakyat, al-Ghazali
menceritakan bahwa raja-raja terdahulu biasanya membagi wakeu hari-harinya
ke dalam empat bagian: pertama, sebahagian dipergunakan kebaktian dan
beribadah kepada Allah; edua, dipergunakan untuk memberikan pelayanan,
perlindungan, dan keadilan kepada rakyat; berbincang-bincang dengan ulama
dan cendekiawan guna dipertimbangkan dalam menjalankan kebijakan dan
program negara; menulis buku; dan mengirim utusan diplomatik; keriga, di-
pergunakan untuk makan, minum, dan rekreasi; dan keempat, diperuntukkan
untuk berolah raga dan hobi lainnya.” Sultan harus dapat membagi wakeu
seefisien mungkin, sehingga tidak terjadi benturan antara urusan pribadi dan

kepentingan rakyat.
Sultan dan Menterinya

Paradigma moral-administratif dalam pemikiran politik Islam tidak ha-
nya mengenai pesan-pesan moral kepada penguasa, tetapi penanggung jawab
pemerintahan secara umum seperti para wazir/menteri. Dalam Siydsat-nama
Nizham al-Mulk menulis bahwa Tuhan juga memberi sultan kelebihan dan
kekuatan berupa pengetahuan dan kebijaksanaan (wit and wisdom), sehingga
ia dapat memilih pembantu (menteri; wazir) sesuai kemampuan dan fung-
sinya masing-masing.”> Menurut al-Ghazali, penguasa yang beruntung ialah
penguasa yang dimudahkan oleh Allah mendapatkan menteri yang saleh dan
dapat memberikan petunjuk dan nasihat. Rasulullah pernah bersabda:
el sy Sl ol o3 95 o} o 3o g Vs 5 4 3 Ly a5

ika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang amir, maka Allah

memberikan kepadanya seorang menteri yang dapat memberi nasibat, Jujur,
dan ceria. Jika amir lupa, ia segera mengingaskan, dan jika amir meminta
bantuan, maka ia pun segera membantunya).%

Lebih jauh tentang pengangkatan wazir dan tanggung jawab sultan ter-
hadapnya dijelaskan oleh Nizham al-Mulk.

He selects ministers and their functionaries from among the people, and giving

a rank and post to each. He relies upon them for the efficient conduct of affairs

spritual and temporal. If his subjects tread the path of obedience and busy

themselves with their tasks he will keep them untroubled by hardship, so that
they may pass their time at ease in the shadow of his justice.
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Sultan memilih wazir untuk membantunya dalam menjalankan peme-
rintahan. Masing-masing wazir diberi tugas untuk mengurus baik yang bersifat
duniawi (temporal) maupun keagamaan (spritual). Ungkapan the efficient con-
duct of affiars spritual and temporal, berarti sultan menekankan pada wazirnya
untuk tidak memisahkan urusan dunia dan akhirac. Karena, pada dasarnya
setiap kebijakan pemerintahan memiliki konsekuensi temporal (politik) dan
spritual (agama). Sikap sultan kepada bawahannya ialah jangan terlalu menekan
dan memaksa wazirnya dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ciptakan sua-
sana tanpa tekanan, schingga para wazir merasa nyaman dan ikhlas di bawah
kepemimpinan sultan.

Bahkan lebih jauh menurut al-Ghazali, ketenaran dan kebesaran seorang
sultan adalah berkat bantuan wazirnya. Karena wazir adalah orang paling dekat
dengan sultan untuk bermusyawarah sebelum mengambil keputusan.
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(Bahwa seorang sultan dapat terkenal namanya dan semakin tinggi kehor-
matannya karena wazirnya yang tergolong saleh, sempurna, dan adil. Hal
ini karena tidak mungkin seorang raja dapat membangun pemerintahannya
tanpa bantuan wazirnya. Seorang yang tidak mendiskusikan pemikirannya,
maka sudah dapat dipastikan akan tersesat. Tidakkah Sultan melibas, betapa
Rasulullah adalah seorang yang agung, mulia, dan memiliki derajat yang
tinggi, namun Allah menyuruh Nabi unsuk melakukan musyawarah dengan
para sahabatnya yang pandai dan alim. Firman Allah: “Bermusyawarahlah
dengan mereka dalam urusan itu” [Ali Imran/4: 159]).%

Orang yang terdekat dengan sultan dalam menjalankan pemerintahan
adalah wazir. Agar terjadi sinergi, maka dalam bekerja dengan menterinya,
sultan harus menjadikan mereka sebagai mitra dalam menjalankan pemerin-
tahan. Lalu bagaimana jika wazir melakukan kesalahan dan penyelewengan?
Mengenai permasalahan ini Nizham al-Mulk menjelaskan:

If one of his officers or ministers commits any impropriety or oppression,

he will only keep him at this post provided that he responds to correction,
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advice or punishment, and wakes up from the sleep of negligence; if he fails
to mend ways, he will retain him no longer, but change him  for someone who
is deserving. (and) When his subjects are ungrateful for benefits and do not
appreciate security and ease, but ponder treachery in their hearss, shewing
unruliness and overstepping their bound, he will admonish them Jor their
misdeeds, and punish them in proportion to their crimes. Having done that
he will cover their sins with the skirt of pardon and oblivion.5
Jika salah seorang wazir dan pegawai istana melakukan kesalahan, maka
sultan berkewajiban memperbaiki, menasehati, atau menegurnya agar tidak
terulang lagi kesalahan. Bila wazir masih melakukan kesalahan, maka sultan
segera menggantinya dengan orang yang lebih berkompenten. Lebih jauh,
bila ada sekelompok rakyatnya tidak loyal dan cenderung makar, sultan dapat
menangkap dan menghukum mereka sesuai dengan tingkat kesalahan. Setelah
hukuman diterapkan, sultan harus tetap memaafkan mereka. Sikap bijaksana,
lemah-lembut, dan, tapi tegas adalah penting agar roda pemerintahan tetap
berjalan.

Di samping itu, sultan terus meningkatkan kemajuan peradaban, seperti
sarana transportasi, kanal, jembatan, pertanian, pelabuhan, perkotaan, dan
perumahan. Sultan juga dapat membangun tempat-tempat peristirahan di
dataran-dataran tinggi dan lembaga-lembaga untuk penclitian dan pengem-
bangan ilmu pengetahuan bagi perbaikan masyarakat. Diharapkan, semua
yang dilakukan sultan akan memperoleh buah manis di kehidupan yang akan
datang dan anugerah Tuhan senantiasa dicurahkan padanya.’®

Hampir sependapat dengan Nizham al-Mulk meski dengan beberapa va-
riasi dan penambahan, menurut al-Ghazali, agar terjadi sinergi dan kode etik
dalam kerja sama antara sultan dan wazir, sultan harus memperhatikan tiga hal:

1) Jika wazir melakukan kesalahan atau kekhilafan, maka sultan jangan
langsung menindak dan menghukumnya;

2) Jika sultan merasa puas dengan kinerja yang dilakukan wazir, maka harta
dan kekayaannya tidak boleh diungkit-ungkir;

3) Jika wazir mengajukan suatu permohonan, maka sang raja mesti
memenuhinya, dengan pertimbangan tiga hal: (a) Jika wazirnya senang
melihat sultannya, maka sultan tidak boleh melarangnya. (b) Sultan tidak
boleh memperdengarkan kata-kata yang dapat merusak kepada wazirnya.
(c) Sultan tidak boleh menyimpan rahasia kepada menterinya, karena wa-
zir yang saleh dapat menjaga rahasia dan mengatur segala urusan negara,
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membangun wilayah, meningkatkan in come dan keindahan negara, me-
ningkatkan wibawa, dan pengaruh pemerintahan.”

Al-Ghazali juga mengutip kata hikmah Lugman al-Hakim:

(Hargailah menterimu, sebab jika ia melibatmu dalam kesulitan, ia tidak
akan membiarkanmu).®

Demikianlah pentingnya bantuan wazir dalam suatu pemerintahan.
Wazir akan men-support sultan jika bermaksud baik kepada rakyat. Sebaliknya
wazir akan mengingatkan sultan jika kebijakan sultan keliru dan mengarah
pada kezaliman. Karena itu wajarlah bila al-Ghazali mengingatkan para sultan
hendaknya menyadari bahwa bertahannya suatu kekuasaan adalah karena peran
dan bantuan wazirnya (ss3slk il p193 &) & Untuk mendapatkan seorang wazir
yang ideal, al-Ghazali mengingatkan kepada sultan bahwa seorang wazir harus
alim, cerdas, dan dewasa. Sebab orang yang muda (di bawah umur), walaupun
cerdas belum banyak memiliki pengalaman, seperti orang dewasa. Selain iw,
seorang wazir yang dewasa, alim, dan cerdas memiliki beberapa kelebihan:

1.  Memiliki kejelian, agar ia dapat memecahkan dan mencari alternatif
dalam setiap menghadapi persoalan.

2. Memiliki ﬂmupmge(nhuan,a@riadapatmelihatwgalapersoalansemmobyekﬁﬁ

3. Memiliki keberanian, sehingga ia tidak takut dan tidak gugup ketika
menghadapi dan memutuskan suatu persoalan.

4.  Memiliki kejujuran, sehingga ia tidak mau beketja sama dengan orang-
orang korup.

5. Mampu menjaga rahasia sultan sampai ia menemui ajalnya.

6. Memiliki kemampuan membaca perubahan zaman, schingga ia tidak ter-
pengaruh terhadap dampak negatif yang akan timbul perubahan zaman.

7. Memiliki kemampuan persuasif dalam menyampaikan sesuatu.®
Kesalahan dalam memilih wazir dan pembantu lain atau kesalahan dalam

menempatkan tugas kepada orang yang bukan ahlinya berarti akan menghan-

curkan pemerintahannya sendiri. Pada gilirannya akan tampaklah kebobrokan

suatu pemerintahan, seperti diumpamakan dalam syair berikut:
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(ika sebuah rumabh sudah tiba saat kehancurannya; tampaklah borok-
borok pada fondasi dindingnya. Jika pemerintahan dijabat orang-orang tak
mampu, maka segala ukuran akan hancur berantakan).®

Adapun bagi seorang pembantu para penguasa, seyogyanya bersikap

seperti yang dikatakan penyair berikut:
alesst 30 o S Canss )
S cdaale 1) s, oA Caple B 75,

(Jika anda menjad pembantu para penguasa; kenakan pakaian takwa ke-
banggaan.Dan jika anda masuk (istana), masuklah dengan mata terpejam;
dan jika anda keluar, keluarlah dengan mulut membisu).

Jika dalam suasana genting/gawat, seperti akan menghadapi peperangan, men-
teri hendaknya menasehati sultan dengan urutan (tadbir) pertimbangan berikut:
1. Utamakan lebih dahulu melakukan dialog/perundingan dengan musuh.
2. Jika dalam dialog/perundingan sulit dicapai kesepakatan, terus ambil tin-

dakan persuasif misalnya membujuk lawan dengan memberikan hadiah

dan kenang-kenangan.

3.  Jikaadaseorang pasukan lari dari medan perang, berilah ia maaf. Janganiah
tergesa-gesa membunuh prajuric terebut, karena membunuh orang yang
hidup sangat mudah, tetapi mustahil menghidupkan orang yang sudah
mati. Masih ada kesempatan lain baginya untuk mengabdi pada sulan.

4. Jika ada pasukan perang tertawan oleh musuh, maka wazir mesti berusaha
menebusnya, jika hal itu diketahui pasukan maka akan mempertebal ke-

beranian dan semangat prajurit lain dalam berperang.$

Demikianlah pesan-pesan moral dari al-Ghazali baik kepada sultan
maupun pembantunya (wazir/menteri). Sinergi keduanya akan mempertahan-
kan roda pemerintahan. Masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab
masing-masing. Semuanya dilakukan semata-mata demi kemaslahatan dan
kemakmuran penduduk negeri.

PENUTUP

Secara teoritis, tradisi politik sunni menekankan kepatuhan rakyat pada
penguasanya, kadangkala tanpa reserve. Untuk meninggikan dan melegitimasi
kekuasaan, para penguasa berlindung di bawah aura Ilahiah, Penguasa adalah
“Khalifah Tuhan di Muka Bumi”. Dengan demikian, pemberontakan (makr
atau bughat) yang dilakukan rakyac untuk menurunkan penguasa dipandang
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sebagai kekafiran. Ironisnye, sanksi teologis ini tampaknya tidak berlaku bagi
kalangan antar elite politik yang ingin pula bekuasa.

Tampaknya, tradisi politik Islam baik Sunni maupun Syi'i sepakat bah-
wa tidak boleh ada kekosongan pemerintahan. Idealnya kehadiran penguasa
adalah sebagai patron bagi pelaksaan syariah. Ungkapan seperti “Sehari tugas
seorang Sultan yang adil, lebih dicintai Allah daripada 70 tahun beribadah,”
arau “Kekuasaan dapat kekal beserta kekufuran, tetapi tak akan kekal bersama
kezaliman” menunjukkan pentingnya eksistensi penguasa. Bila dibalik secara
ekstrim ungkapan itu menjadi “Lebih baik hidup 70 tahun di bawah penguasa
yang zalim dari hidup sehari tanpa penguasa’. Ungkapan terakhirnya hanya
sebagai gambaran pentingnya keberadaan dan kepatuhan pada penguasa.

Sungguhpun sedemikian tinggi posisi penguasa di hadapan rakyat, tapi
teori-teori politik Islam, khususnya paradigma moral-administratif, meng-
ingatkan sultan agar tidak bertindak sewenang-wenang kepada rakyat. Dalam
menjalankan pemerintahan, penguasa harus menegakkan keadilan dan
mencegah tirani.
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